BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

PUTUSAN
Nomor : 01/Ps.Reg/05.06/111/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA !

Reglster Penyelesaian Sengketa
permohonan dari:

Nama
No. KTP
Alamat

Tempat, Tanggal | 15
Pekerjaan :
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Kandis, Kecamatan Bangko
Kabupaten Merangin
Telp/HP : 0821- 7656-2244

Sebagai PEMOHON yang mendaftarkan diri atau didaftarkan
ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai
Politikk atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan
Calon, yang tidak ditetapkan KPU (Pencoretan Daftar Calon
Tetap Pemohon Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan 4
Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019), sebagaimana berdasarkan
Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 09

PKPU/TIJ/NI/2019, tertanggal 14 Maret 2019 mem
kuasa kepada :

1. TONI IRWAN JAYA, S.H —
2. FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H

Hukum “TONI IRWAN lJAY'A g
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Terhadap i
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang
berkedudukan di Kelurahan Pasar atas Bangko, -K,eca‘, M
Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selan
disebut sebagai TERMOHON- -——

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten /Kota

Pasal 103

a) menerima dan memndakla iti lap
dengan dugaan pelanggaran
peraturan
mengenai Pemilu;

b) memeriksa 'dén
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Pemohon merupakan Calon
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa
Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daera

Calon Tetap Anggota Dewan P
Daerah Kabupaten Merangin Padz
Legislatif Tahun 2019. ——--————
Kedudukan Hukum Termoho
Termohon adalah Komisi Pemil

Merangin yang selanjutny
Merangin adalah Penyel
Merangin dan sebagai f
Keputusan ~ Nomor
Kab/lll/2019, t
Keputusan

oses pemilu ke Baw

Jul
,
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Umum  Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1- :
Kpt/1502/KPU-Kab/I11/2019, tentang Perubahan Kedua :
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/IX/2018
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum '
Legislatif Tahun 2019, yang ditetapkan di Bangko, pada
tanggal 13 Maret 2019.
Bahwa pada pokoknya Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin Nomor : 18/HK.03.1-

Kpt/1502/Kpu-Kab/Ill/2019, Tentang Perubahan Kedua S
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten‘
Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/I> '
Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perv

"w‘

pada :
1) Undang-Undang Republlk ln‘

BADAN PENGAWA
KABUPAT EN
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Terlapor tidak terbukti secara sah dal
melakukan perbuatan melanggar tata

atau mekanisme pada tahapan pemil

ketentuan peraturan perundang- u '
5) Putusan BAWASLU

03/ADM/BWSL/PEMILU/PI

A L S N
~ Alasan- Alasa

- Bahwa
Dewan Perwakilar

Merangin dari Partai Demo
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partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provin

i
‘j

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s,
keputusan pejabat yang |
pemberhentian sebagai anggot

, ;itii@,{ﬁm pe
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PEMILIHAN UMUM LEGISLA

Kemudian pada tanggal 14
telah melengkapi berka
Putusan Bawaslu '
03/ADM/BWSL/PEMILU.
diterima oleh K

ditandatangani ol
KPU Kabupatt
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Merangin pada
selesai, artinya
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berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/K
menyusun Berita acara dan menerbitkan

Keputusan KPU, KPU vamsnIKIP A

KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang F )

Anggota JiiRre

Kabupaten/Kota. Ayat (:

(J aya yat (m, ht
(@M Provi

sangkutan ¢ dari

L nanaa: e
elakukan penggantia
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Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon
Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar A
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota,
yang pada pokoknya menyatakan pada Bab naly
Tentang Penyusunan, Penetapan DCT dan 'Pa‘sea |
Penetapan DCT, pada Poin A, Angka 3, Ta o
dimana didalam tabel tersebut tidak terda

oleh Komisi Pemilihan Umum
Mencoret Drs. H. FAUZI YU

2019;
- Bahwa isi
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PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA
PENETAPAN DCT

Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan
DCT

Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi_‘
kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel
berikut: i

Tabel 3. it
No | Kondisi Tindak Lanjut Ketentuan
1 |terdapat bakal calon | Partai Politik tidak
yang dapat melakukan
diketahui merupakan | penggantian terhadap | Ka
mantan terpidana | bakal calon  yang | menya
bandar narkoba, | bersangkutan s

kejahatan seksual, dan
/atau  korupsi  yang
dibuktikan dengan telah
diterimanya putusan
pengadilan yang telah
berkekuatan hukum
tetap
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hukum tetap

meninggal dunia penggantian terhadap | Kabupaten/Kota mencoret
bakal calon yang | nama calon yang
bersangkutan bersangkutan tanpa
mengubah  nomor  urut
calon.
2. KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota menyusun
Berita Acara ~dan
menerbitkan  perubahan
Keputusan KPU, KPU
Provinsi/KIP  Aceh, dan
KPU/KIP  Kabupaten/Kota
tentang Penetapan DCT |
Anggota DPR, DPRD‘;'
Provinsi, W atau .ﬂ
. Kabupaten/Kota
3 |terdapat bakal calon | Partai Politik tidak | KPU,
yang dapat melakukan | Ace
mengundurkan diri penggantian terhadap
bakal calon yang
. bersangkutan.
4 |terdapat bakal calon | Partai Politik
yang dapat  mela
ditetapkan sebagai | penggantian terh ap
terpidana berdasarkan | bakal  calon
putusan pengadllan bersangkutan
yang Bk
telah berkekuatan 1
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- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
atau sebagian;

- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/I11/2019, tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR:
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2019.

- Meminta kepada KPU Kabupaten Merangin untuk
melaksanakan Putusan ini. :

400
ut
sl
g o

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin Berpendapat lam
mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)ﬁ

Demikian Permohonan Pemohon. Dengan harapan :
Bawaslu Kabupaten Merangin dapat segera memeriksa dan

memutuskan permohonan ini secara adil. - v
9. Bukti-bukti Pemohon .
Dalam proses pemeriksaan ini, P

bukti-bukti sebagai berikut:

1. Putusan Bawaslu K
01/Ip/PL/ADM/KA
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tertanggal 1 Maret 2019 tentang Pencabutan Surat
Keputusan Gubernur Jambi Nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal
24 Oktober 2018; (Bukti P-5)

Surat pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin Nomor 121/PP.02.1-
SD/1502/KPU-KAB/I11/2019 tertanggal 13 Maret 2019,
yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat
Kabupaten Merangin; (Buki P-6) : Aetre—s

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Merangin Nomor 18/HK.03.1 ‘
KAB/II/2019, tentang Perubahan |
Keputusan Komisi Pemilihan Umu
Merangin Nomor : 52/hk.03.1-k
tentang Daftar Calon T
Perwakilan Rakyat ~Daera
Pemilihan Umum ,‘Le]glsla j
dltetapkan di Bangko pada
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2) Jawaban termohon:

a. Uraian jawaban

1. Bahwa dalii PEMOHON surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/111/2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-
Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang

ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2019 bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201’ te’ﬁta

Pemilihan Umum dan Peraturan Komis )

Umum Nomor 20 Tahun 2018 !
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Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019,
sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubernur
Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA PEM-OTDA-
2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor  1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018
tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun
2014-2019, yang dalam Putusan PTUN Jambi Nomor Sy
40/G/2018/PTUN.JBI mengembalikan hak-hak yang
bersangkutan sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Merangin, pada hal dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Peraturan Komi‘si Pemili’h'an(U um

calon anggota DP_R, .D.PRD
Kabupaten/Kota yang dicalonkan
berbeda dengan Partai Politik
Terakhir,”.Lebih lanjut dalam
yang menyatakan K

anggota ’DPR-
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Pemerintah Provinsi Jambi dengan diterbitkannya
Keputusan Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-
22/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur
Jambi Nomor  1131/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-
2.2/2018 tentang Perermian Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa
Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya,
seyogyanya dapat dinilai bahwa Pemohon tidak lagi
memenuhi syarat sebagai calon legislatif dari Partai
Demokrat Daerah Pemilihan Merangin 2 Nomor urut 4,
lantaran tidak memenuhi syarat-syarat calon dan syarat
pencalonan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018.
2. Bahwa terhadap dalii Pemohon yang menyatakan
dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT)
maka tahapan pendaftaran calon anggota DPRD
Kabupaten Merangin telah selesai, kecuali orang telah
ditetapkan dalam DCT telah meninggal dunia dan/atau
tersandung perkara pidana yang telah berkekuatan
hukum tetap maka dapat dilakukan pencoretan, ~

jelas menyatakan ba,hw,a sesual ;'
ayat (1) huruf s yang ményata  ba

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN M E R AN
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Fauziah, SE (Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin)

dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan

Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor
01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/X11/2018  kiranya  dapat
membuktikan bahwa yang bersangkutan masih aktif

selaku anggota DPRD Kabupaten Merangin meski telah

ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kiranya
majelis menilai dan/atau berkenan dalam rangka
mencari kebenaran materill maka kiranya pihak-pihak
terkait yang mengetahui keaktifan Drs. H. Fauzi Yusuf
dapat dihadirkan dalam sengketa proses |m,H @una
dimintai keterangan.
Bahwa Terhadap dali PEMOHON yang menyatak
bahwa dalam Keputusan Komls1 Pemllrhdn--‘"‘

ada tidak lanjut dan ketentuane_.,‘ Ng
alasan Komisi Pemilihan Umum |

dimaksud sama penjelasan
sebagaimana terseb’ut?‘ i
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Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan

Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, maka Termohon menilai telah

dijelaskan dalam angka 2 sebagaimana dimaksud di

atas dan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum

dimaksud juga tidak ada satu pun frasa dan/atau 7

ketentuan yang melarang TERMOHON melakukan |

pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat. e éi;;i
5. Bahwa demi terangnya sengketa proses ini kiranya, :
l majelis yang terhormat tidak megesahkan bukti berupa
§ “SURAT PENGUNDURAN DIRI DARI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MERANGIN TERTANGGAL 19
JULI 2018, YANG DITANDATANGANI OLEH
Drs.H.FAUZI YUSUF",yang dlajukan oleh PEMOH@N

Provinsi Jambi dengan
03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/I/2

b. Bukti termohon -
Dalam proses pemenksaan ini,

Kabupaten Merangln. mengaju
berlkut e - :

BADAN PENGAWAS PEM
K A B UP AT EINLMEE
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Kabupaten Merangin kepada saudara Ir. Edi Suratno;

(Bukti T-5)
6. Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin  Nomor :  321/PY.04.1-SD/1502/KPU-

Kab/VIII/2018 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota
DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem, tanggal
30 Agustus 2018; (Bukti T-6)

7. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem
Nomor : 160-SE/DPP-Nasdem/IX/2018 Perihal Jawaban
Surat DPRD Kabupaten Merangin tanggal 12 September
2018; (Bukti T-7)

8. Fotocopy Surat Ketua DPRD Kabupaten Merangin
Nomor : 170/266/DPRD/2018 tanggal 20 September
Perihal Pergantian Antar Waktu; (Bukti T-8)

9. Fotocopy Surat Bupati Merangin ~ Nomor:
100/673/Pem/2018 Perihal Usul Pemberhentian dan
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.
Merangin dari Partai Nasdem tanggal 28 ,september‘ e
2018; (Bukti T-9) : :

10. Fotocopy Surat Keputusan Gubern I
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komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Pemiihan Umum Legislatif Tahun

2019;

Apabila Bawaslu Kabupaten Merangin berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

3) Fakta Adjudikasi,
a. Keterangan Pemohon,

- Bahwa Pemohon menerangkan, pemohon merupakan
Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin dari Partai Demokrat dapil 2 Nomor Urut 4
daerah Pemilihan Merangin dan telah terdaftar dalam
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum
Legislatif Tahun 2019; i i ¥

_ Bahwa Pemohon menerangkan, dengan adanya Surat
Keputusan KPU Kabupaten Merangin tentang pencore
Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten
Merangin  bertentangan  dengan dang
Pemilihan Umum dan Peraturan

Pencalonan;
- Bahwa Pemohon menerangkan de'rjig‘ﬁ
mencoret nama Drs. H.. usuf

BADAN PENGAWAS PEMILI
KABUPATEN M
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b. Keterangan Termohon

_ Bahwa Termohon menerangkan, KPU Kabupaten
Merangin menerima surat keputusan Gubernur yang
menyatakan pencabutan terhadap SK Pemberhentian
Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin;---

_ Bahwa Termohon menerangkan, sesuai dengan PKPU
nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) hurup s
menyatakan “Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik
yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada
pemilu terakhir harus mengundurkan diri sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa Termohon menerangkan, Termohon melakukan
pencoretan terhadap Pemohon telah sesuai dengan
prosedur, hal ini merupakan implikasi terhadap upaya
hukum yang dilakukan oleh Pemohon yang
menghasilkan Putusan PTUN Jambi yang memerintahkan
Gubernur Jambi untuk mencabut SK ‘Pemberhentian
Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin
serta mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan
Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupatetp::Megghg@

c. Keterangan Lembaga Pemerintah

FAUZIAH, SE (Sekretaris DPRD
memberikan keterangan di bawah sum
- Bahwa saudari Fauziah m

" BAWASI

BADAN PENGA
KABUANTE IR
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- Bahwa Fauziah menerangkan hak keuangan Drs. H.
Fauzi Yusuf sudah diajukan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan sekarang sedang dalam proses berdasarkan
SK Gubernur,

- Bahwa sdri Fauziah mengetahui penggunduran diri Drs.
H. Fauzi Yusuf dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin
tertanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Drs.
H. Fauzi Yusuf; e

- Bahwa Fauziah menerangkan telah mengetahun Surat
Keputusan Gubernur tentang Pencabutan SK
Pemberhentian saudara Drs. H. Fauzi Yusuf; ——— - ‘

d. Keterangan saksi/ahli
1) Keterangan Saksi

Ir.H. AHMAD FAUZI, ST, MTP
Demokrat Kabupaten Merangln) me

bawah sumpah : mmmmmmmm e
- Bahwa saksi mengetahul }'
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Kab/111/2019, tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1 502/KPU-

Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. -—

2) Keterangan Ahli
Bahwa pemohon mengajukan ahli yaitu atas nama Prof.
Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum dan Prof.
Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H, MH memberi
keterangan bersama secara tertulis sebagai berikut: -——-
Bahwa Pemohon Drs. H. fauzi Yusuf dicoret daftar
calon tetap anggota legislatif Kabupaten Merangin
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
atas pencoretan tersebut Pemohon Drs H. Fauzi
Yusuf mengajukan pemeriksaan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum (Adijt ke
Badan Pengawas Pemilihan ‘Umum
Kabupaten Merangin berpedoman kep:

sebagai berikut. :
Bahwa Proses Pemilu meru
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- Bahwa dari segi Substansi, Substansi dari
Keputusan Tata Usaha Negara sudah tepat dan
sesuai berdasarkan hasil sidang pleno KPU Merangin
terutama dalam penentuan DCT anggota Legislatif
dimana pemohon termasuk di dalamnya; --—--=---------=-—-

. Bahwa artinya secara Hukum Administrasi Negara
aplikasikan melalui Undang-undang Pemilu baik KPU
sebagai Penyelenggara maupun Pemohon sebagai
calon sudah melalui proses hukum administrasi
mengikuti tahapan dan sudah final. Berarti secara
hukum pencalonan pemohon mulai dari pemenuhan
persyaratan sampai masuk dalam Daftar Calon Tetap
memenuhi persyaratan dan sah secara hukum. :

- Bahwa dalam perjalanan dengan berbagai persoalan
seputar persyaratan dan adanya interpretasi yang
keliru nama pemohon dicoret dari daftar tetap
permasalahan hukumnya apakah pencoretan nama
pemohon dari Daftar Calon Tetap memiliki dasar
secara hukum; —_— s

- Bahwa secara hukum apa yang dilak

merupakan Perbuatan Melawan
karena perbuatan tersebut
Undang-undang nomor 7

BADAN PENGAWAS PEMILI
KABUPATEN uﬁvMa“'é
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Bahwa pemohon Drs. H. Fauzi Yusuf memiliki
spesifikasi kasus dalam proses pencalonan Karena
yang bersangkutan pindah partai.
Bahwa yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD
Kabupaten Merangin dari Partai Nasdem masa bakti
2014-2019.
Bahwa pada pencalonan Anggota Legislatif Pemilu
2019 pemohon pindah partai ke partai Demokrat dan
menjadi Calon Legislatif dari Partai Demokrat.

Bahwa pada saat pencalonan dari Partai Demokrat
yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran
diri dari Partai Nasdem yang secara otomatis
mempunyai  Implikasi  terhadap kedudukannya
sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin.
Bahwa secara hukum oleh Partai Nasdem Pemohon
sudah diajukan untuk PAW, akan tetapi dengan
adanya perlawanan dari Pemohon melalui gugatan
Peradilan Tata Usaha Negara PAW dibatalkan,
sehingga kedudukan Pemohon sebagai Anggota
DPRD tetap Kedudukan Pemohon yang sepért‘ ini

calon tetap.
Belhwalploses pencalonah P
tetap Anggota Leglsla‘tlff v’
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten
Merangin.
- Bahwa dari kedua sisi hukum tersebut tidak satu
alasan pun yang dapat digunakan untuk mencoret
atau menggugurkan hak pemohon sebagai calon
tetap anggota legislatif. Secara hukum coretan calon
tetap anggota legislatif yang sudah ditetapkan daftar
calon tetap akan perbuatan melawan hukum karena
sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak
dapat dilakukan asas berlaku surut. Artinya
pencoretan daftar calon hanya dapat dilakukan pada
masa proses pencalonan berlangsung sebelum KPU
sebagai lembaga atau Badan Tata Usaha Negara
mengadakan Pleno untuk menetapkan calon.
- Bahwa demikian pula halnya hak pemohon tidak
gugur dengan sendirinya dengan adanya putusan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang
menentukan bahwa pemohon tetap sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin. AR
Gugurnya hak seorang calon anggota adalah jat
disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
1) Hak politik calon dicabut oleh pengadilan;
2) Kesehatan jiwa calon terganggu sehmgga seeara

3) Calon mengundurkan dm
- Bahwa berdasarkan pada arg
dikemukakan dlatas, ‘a
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pencalegan dan sudah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan sebagaimana bukti surat;
- Bahwa selanjutnya mengenai tahapan proses
pencalonan legislatif adalah mempunyai aturan
hukum dan harus ditaati oleh KPU Kabupaten
Merangin sebagai penyelenggara pemilu; ~-----—-——-——
- Bahwa berkaitan dengan pencoretan nama dari daftar
calon tetap dalam hal ini nama Drs. H. Fauzi Yusuf
dari Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah
Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4, hanya dapat
dilakukan dengan tiga alasan berdasarkan hukum
yaitu : hak politik dicabut oleh pengadilan, bahwa
calon tetap terganggu jiwanya atau hilang ingatan
sehingga tidak dapat memenuhi lagi persyaratan
pencalonan sebagai calon anggota, bahwa alasan
tersebut tak satupun terpenuhi dalam pencoretan Drs.
H. Fauzi Yusuf dari daftar calon tetap yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Merangin;
- Bahwa proses pemilihan umum merupakan proses
hukum administrasi yang dilakukan dengan berbagai
tahapan secara berurutan, sehingga bagi peserta
pemilu maupun penyelenggara pemilu proses
tersebut mengikat secara hukum;
- Bahwa dalam hukum administrasi Negara terdapat
tiga kriteria penting menyangkut sahnya suatu
keputusan administrasi Negara yaitu kewenangan,
dalam hal penetapan calon, KPU Kabupaten
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dalam Daftar Calon Tetap merupakan perbuatan
melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Merangin karena sesuai dengan asas
hukum, terhadap seseorang tidak dapat dilakukan
asas berlaku surut (retroaktif);

Bahwa ahli atas nama Prof. Dr. SUKAMTO SATOTO,
S.H, MH pada sidang adjudikasi memberikan
keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa ahli menerangkan pencoretan nama pemohon
dari dalam daftar calon tetap anggota legislatif
merupakan perbuatan melawan hukum, karena hak
pemohon tidak gugur dengan sendirinya dengan
adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menentukan bahwa pemohon tetap
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Merangin. Gugurnya hak seorang calon
adalah disebabkan beberapa hal sebagai berikut: ———
1) Hak politik calon dicabut oleh Pengadilan; -
2) Kesehatan Jiwa calon terganggu sehingga seca‘ra

otomatis tidak memenuhi persyaratan dan
3) Calon mengundurkan diri; ‘ e
Bahwa ahli menerangkan secara hukum penceretan
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Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018

Legislatif Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin
2, Nomor Urut 4 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
sebagaimana hal ini telah tertuang dalam poin KEDUA
halaman 2 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-
Kpt/1502/KPU-Kab/I1I/2019, tentang PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret
2019.
Bahwa pada pokoknya sebagaimana KPU Kabupaten
Merangin telah salah dan keliru dalam mengeluarkan
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-
Kab/ll/2019, tentang PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI '

CALON TETAP ANGGOTA
RAKYAT DAERAH

PEMILIHAN UMUM
ditetapkan di Ban
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sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari
sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian
belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib
menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan
bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah
disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah
diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian
belum diterima calon yang bersangkutan akibat
terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan
pemberhentian dimaksud karena berada di luar
kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang
bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat
pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD e
Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan
atau surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (7), dmyatakan ida
memenuhi syarat, .......... i dengan dipe
pencalonan oleh ‘Pemohon ‘maka K
angin mengeluarkan DAF
: 5GOTA DEWAN PERWA
AWASFEME'L‘;HAN\@QBUPATEN ~ MERA
a1 50 0 LEGISLATIF TAHUN

Scanned by CamScanner



memutuskan mencoret nama Drs. H. FAUZI YUSUF dari
Daftar Calon Legislatif Partai Demokrat Daerah
Pemilihan Merangin 2, Nomor Urut 4 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini, sebagaimana hal ini telah tertuang
dalam poin KEDUA halaman 2 dalam Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor :
18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/I11/2019, tentang
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR
52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN
2019, yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 13 Maret
2019 bertentangan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, sebagaimana keterangan yang dlsampalkan
oleh ahli sebagai berikut : e
- Bahwa secara hukum Iegalltas atas ‘penetapan, '

perundang- undangan
(sebagaiman bukt
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secara fiskk maupun psikis), calon tetap
mengundurkan diri (dalam hal ini Drs. H. FAUZI
YUSUF tidak mengundurkan diri), bahwa alasan
tersebut tak satupun terpenuhi dalam pencoretan Drs.
H. FAUZI YUSUF dari daftar calon tetap yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin;

- Bahwa proses pemilihan umum merupakan proses
hukum administrasi yang dilakukan dengan berbagai
tahapan secara berurutan. Sehingga bagi peserta
pemilu maupun penyelenggara pemilu proses
tersebut mengikat secara hukum;

- Bahwa dalam hukum administrasi Negara terdapat
tiga criteria penting menyangkut sahnya suatu
keputusan administrasi Negara yaitu kewenangan
(dalam hal penetapan calon, KPU Kabupaten
Merangin sebagai penyelenggara pemilu memiliki
kewenangan meurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum untuk mengambil keputusan (menetapkan,
tidak menetapkan dan mencoret nama calon)),
prosedur (KPU Kabupaten Merangin sebagai
penyelenggara pemilu melakukan proses pemwlenan il
sesuai dengan tahapan, mulai da
calon, verifikasi dan ,;p.enetg )an
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sebagai peserta pemilu /calon telah melalui proses
hukum administrasi dalam hal tahapan pencalegan
dan dengan terbitnya daftar calon tetap pada tanggal
20 September 2019 adalah sah secara hukum maka
hal tersebut sudah final;
. Secara hukum PENCORETAN terhadap Drs. H.
FAUZI YUSUF dalam Daftar Calon Tetap ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH
KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN umMuMm
LEGISLATIF TAHUN 2019 MERUPAKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin karena
sesuai dengan asas hukum, terhadap seseorang tidak
dapat dilakukan asas berlaku surut (retroaktif).

Kesimpulan Termohon

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON
dalam proses Pemeriksaan saksi dan pengesehan alat
bukti kemarin, maka TERMOHON MENYAMPAIKAN
KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT :
1) Bahwa terhadap dalil saksi ahli yang diajukan oleh
PEMOHON vyakni Guru Besar Universitas Jambi Prof.

Dr. Bahder Nasution, SH.,MH yang pada dasamya S 4
menyatakan bahwa penooretan Drs. H Fauzi Yusuf
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Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019,
sebagaimana dirubah dengan Keputusan Gubermnur
Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-
2.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor  1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018
tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun
2014-2019, dengan adanya keberatan yang diajukan
oleh PEMOHON sebenarnya telah membuktikan bawa
adanya keinginan dari PEMOHON untuk tidak mau
mengundurkan diri sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2018 secara jelas dan nyata sebagaimana termaktub
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan
“Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Vi
Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon tioe
anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD
Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik
yang berbeda dengan Partal Politik yang diwaklli
pada Pemilu Terakhir,”. =i
Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) angka 8

anggota DPR, DPRD  Provi
_ Kabupaten/Kota mengundurkan
| ditarik kembali bag
et i

BAWA
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paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan
DCT”.
Kemudian terkait dengan Drs.H. Fauzi Yusuf tidak dapat
dilakukan pencoretan, maka pada dasarnya yang
dilakukan oleh TERMOHON adalah sebatas dalam
rangka menjalankan Peraturan Perundang-Undangan,
akibat dikeluarkannya Keputusan PTUN Jambi Nomor
40/G/2018/PTUN.JBI.
2) Bahwa dari keterangan Sekretaris DPRD Kabupaten
Merangin, seharusnya dapat dinilai bahwa yang
bersangkutan masih aktif sebelum dan sesudah
penetapan DCT dan seharusnya dapat dinilai tidak
adanya keingginan Pemohon mundur selaku anggota

DPRD Kabupaten Merangin;

3. Pertimbangan Hukum.
a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Merangin

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat
(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam melakukan
penindakan sengketa proses Pemilu sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, as
Kabupaten/Kota bertugas a. Menerima perr
penyelesaian sengketa proses i

ilay; abupaten/Kota; c.
% ersengketa d| ila
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Ayat (1) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU
Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota", ----=-------- -

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses
Pemilu melalui tahapan a. Menerima dan mengkaji
permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan b.
Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah atau
mufakat; ‘ : e

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal

18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penye
Proses Pemilu sebagaimana telah diubah b
terakhir dengan Perbawaslu Nomo |

tentang Tata Ca
e oy ‘a,n[:; m .. i)
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Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbawaslu Nomor
27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan “Dalam
melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara a.
Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu, b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, c.
melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa, d.
melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; ~------—---—-

Menimbang bahwa, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Merangin
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang
diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten
Merangin Nomor 18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/II1/2019
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-
kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten‘
Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tah ' .
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Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menyatakan “Permohon Sengketa Proses Pemilu terdiri
atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam
Daftar Calon Tetap”;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam sengketa a quo
adalah calon anggota DPRD Kabupaten Merangin
merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan
dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten Merangin oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin sesuai dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-
kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019; ---——----—

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk bertindak sebagal Pemohon« dalam
Permohonan a quo; e ‘

:u) T

¢. Kedudukan Hukum (Legal Standlng) Tem°h°“ e

Undang No. 7 Tahun 20
menyatakan "Sengketa_\

BADAN PENGAWAS PEM
KABUPATEN M

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 8 huruf a
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum, menyatakan “Termohon dalam
sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta

dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa, Termohon adalah Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten  Merangin  yang merupakan
penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten Merangin
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia nomor 1999/PP.06-Kpt/05/KPU/XI1/2018 tanggal
18 Desember 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Periode 2018-2023,; '

Menimbang bahwa, Termohon telah mengeluarkan
Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-
kpt/1502/KPU-Kab/Ill/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten JMerangm- L
Nomor  52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 e
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Pelw"‘i" an
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Menimbang bahwa, dalam Pasal 12 Ayat (2) jo. Pasal 15A
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; —

Menimbang bahwa, Termohon telah menerbitkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Nomor  18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/Il/2019  tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019; -

Menimbang bahwa, Para Pemohon dalam sengketa proses
Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan
Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Merangin pada
tanggal 15 Maret 2019 dan melakukan perbaikan
permohonan pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah
diregister dengan Nomor: 01/PS.Reg/05.06/111/2019 pada
tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangm
berpendapat bahwa Permohonan Pemohon
memenuhi  ketentuan  mengenai  tenggang
pengajuan Permohonan; —

T
’h i SAADQNUP::;NAG¢WA£ PEulgmlahuMajehs Adjudlka 7, \‘ i ?
Permohonan ~ Pemohon
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kpt/1502/KPU-Kab/11l/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Nomor  52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18  tentang
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2019 yang mana di dalamnya menetapkan
mengeluarkan (mencoret) Calon Anggota DPRD Kabupaten
Merangin dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Merangin
Il Nomor Urut 4 atas nama Drs. H. Fauzi Yusuf dari Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun
2019;

Menimbang bahwa, Pemohon atas nama Drs. H. Fauzi
Yusuf merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin
masa jabatan 2014-2019 mewakili Partai Nasional
Demokrat serta masih aktif sebagai anggota DPRD
Kabupaten Merangin dari Fraksi Partai Nasional Demokrat
serta masih menggunakan fasilitas dan wewenangnya
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Merangin, di sisi
lain Pemohon terdaftar dalam DCT anggota DPRD
Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat Nomor Urut 4
Daerah Pemilihan Merangin I pada Pemlllhan U" um'
Tahun 2019; e —

Menimbang bahwa pers‘ ’aratan bak

BADAN PENGAWAS PE
KABUPATEN
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“mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi,
atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh
Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili
pada Pemilu terakhir”;

Menimbang bahwa, Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Pengajuan
pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau
DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:

a. Pimpinan Partai Politk dan Pimpinan DPR, bagi
anggota DPR;
b. Pimpinan Partai Politk tingkat Provinsi dan
Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota -DPRD
Provinsi;
c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota \dan‘
pimpinan DPRD KabupatenIKota bagl anggeta IPRI
Kabupaten/Kota. . |

Menimbang bahwa, e 7 Ayat'w“ 1
Pemilihan Umum Nomor 20

Perwakilan Rakyat Da
Perwakilan Rakyat iitd
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anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD
Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik
yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada
Pemilu terakhir.
tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR,
DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
menyatakan “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik
kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan
Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”; ----

Menimbang bahwa, Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Komisi ]
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang X
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Eewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan D 1k
Perwakilan Rakyat Daerah ;

menyatakan “Surat p‘ernyataan seba
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Ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat
yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”;

Menimbang bahwa, Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan
‘Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD  Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan
keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat
pemberhentian belum selesai diproses, calon yang
bersangkutan waijib menyampaikan surat pernyataan
yang menyatakan bahwa: :

a. pengunduran  diri yang bersangkutan telah :
disampaikan  kepada pejabat yang berwenang dan i
telah diberikan tanda terima:; —

b. keputusan pemberhentian belum diterima

bersangkutan akibat terkendala oleh

menerbitkan keputusan pemberhentian
berada di luar kemampuan calon;

o
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Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau
surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi
syarat”;

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi
Jambi Nomor 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/1/2019
tanggal 13 Februari 2019 Termohon telah dinyatakan
secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran
terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 dengan amar
putusannya sebagai berikut;

a. Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin terbukti secara sah dan
meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap
Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019; -

b. Memerintahkan kepada Komisi *Pemlllhan"
Provinsi Jambi untuk membenkan Y ik
kepada Komisi Pemilihan Umun
paling lama 3 (tlga) hari keqa
dibacakan; -

Memenntahkan«”

BADAN PENGAWAS E N
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Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019; --
2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang
Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019. -

Menimbang bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jambi telah membacakan Putusan nomor
40/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 14 Februari 2019 antara
Penggugat atas nama Drs. H. Fauzi lawan Gubernur Jambi
sebagai Tergugat, yang mana beberapa amar putusannya

berbunyi:

1. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Gubernur Jambi nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-
OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun
2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 dan Keputusan
Gubernur Jambi Nomor 1265/KEP.GUB/SETDA.PEM-
OTDA-2.2/2018, tanggal 3 Desember 2018 tentang

Perubahan atas Keputusan Gubemur Jambl nomor ;

Peresmlan dan Pengangkatan_
Perwakilan Rakyat 'Daera_ :
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Menimbang Bahwa, Termohon telah mengeluarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin
Nomor  18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IIl/2019  tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 (mencoret Pemohon dari DCT);

Menimbang  bahwa, disebabkan karena  sudah
dikembalikannya harkat, martabat, dan kedudukan Pemohon
sebagai Anggota DPRD kabupaten Merangin, maka
Pemohon merupakan Anggota DPRD Kabupaten Merangin
Masa Jabatan 2014-2019 yang mana status Pemohon
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin tersebut
mewakili Partai Nasional Demokrat;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1)
huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 'Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, menyatakan “‘mengundurkan diri dan tidak
dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagse |
anggota DPR, DPRD Provinsi dan IPRDR )
yang dicalonkan oleh litik
dengan Partai Politik yang di
dapat dimaknai bahwa s¢ g
sebagal anggota DP

BADAN PENGAWA
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Menimbang Bahwa, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang menyatakan “Bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:” hurup n
“menjadi anggota Partai Politk Peserta Pemilu”. Pemohon
dalam Permohonan a quo dicalonkan oleh partai politik yang
berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu
terakhir;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 405 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ayat (1)
menyatakan “Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar
waktu karena: a. Meninggal dunia, b. mengundurkan diri,
atau c. diberhentikan”. Ayat (2) huruf i “Anggota DPRD
Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, apabila menjadi anggota
partai politik [lain”. Pemohon dalam Permohonan a quo
telah mengundurkan diri dan menjadi anggota partai politik
lain karena dicalonkan oleh partai politk yang berbeda
dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;- :

Menimbang bahwa, berdasarkah Pas

(1) menyatakan “Anggota ’
antar waktu karena a

BADAN PENEANA:
KABUPATE!
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yang diberhentikan adalah Anggota Lembaga Perwakilan
Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti
dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga
Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan”. Pemohon dalam Permohonan a quo telah
menjadi anggota Partai Politik lain karena dicalonkan oleh
Partai Politk yang berbeda dengan Partai Politik yang
diwakili pada Pemilu terakhir;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 99
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan
Ayat (1) menyatakan “Anggota DPRD berhenti antar waktu
karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; atau c.
diberhentikan”, Ayat (2) menyatakan “Mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai
dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan,
mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat
pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang
dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan”; Ayat (3) huruf i menyatakan “Anggota DPRD
diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c jika: menjadi anggota partai politik lain. Pemohon
dalam Permohonan a quo telah mengundurkan diri sebagai
anggota DPRD Kab. Merangin dan telah menjadl
anggota partai politik lain;

Menimbang bahwa, berkaitan dengén pem
asasi manusia, Majelis mempertlmb ng
sebagai benkut —

' BAWASLI.
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2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak
relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini
dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana
tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menentukan: “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; -—-

Menimbang bahwa, berkaitan dengan pelembagaan
keterwakilan rakyat Majelis mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa struktur perlembagaan perwakilan rakyat di
Indonesia dapat dikategorikan sebagai parlemen dwi
cameral yang merupakan perwujudan dari perwakilan
politk  (political ~ refresebtation) dan  perwakilan
wilayah/daerah (teritory refresentation), DPR dan DPRD
merupakan perwakilan politkk dalam sistem parlemen
Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 A
pemilihan umum untuk memilih
Perwakilan Rakyat Daerah adalah

BADAN PENGAWAS PEMILI
KABUPATEN ME
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aspirasi masyarakat sedangkan di sisi lain partai politik
memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana
pemerintah ke masyarakat;

Menimbang bahwa, Termohon berwenang menetapkan
Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)
anggota DPRD  Kabupaten Merangin dan  Termohon
berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota
DPRD Kabupaten Merangin Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD
Kabupaten Merangin yang dianggap tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten
Merangin pada Pemilu 2019;

Menimbang bahwa, Termohon menerbitkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
18/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/111/2019 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merangin  Nomor  52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018
tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum
Legislatif Tahun 2019 dalam rangka tindak lanjut dan
memperhatikan  Keputusan  Gubernur Ja_mb| Nomor
257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 Ao
Pencabutan Keputusan  Gubernur
1131IKEP GUB/SET DA PEM-OTDA-Z‘:ZI2®1‘8
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KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di
atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai
berikut:
1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohaon;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; --—--------—---

3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-
kpt/1502/KPU-Kab/111/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor
52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 karena
Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab.
Merangin adalah beralasan hukum;

5. Bahwa Pemohon dikeluarkan/dicoret dari DCT karena
melanggar ketentuan terkait persyaratan pencalonan ‘anggota
DPRD Kabupaten/Kota sebagalmana ketentuan Pasal ST

BAW
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

6. Bahwa status Pemohon yang telah mengundurkan diri sebagai
anggota DPRD Kabupaten Merangin akhirnya menjadi aktif
kembali karena telah dikembalikan harkat, martabat serta
kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin

berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor
257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang
Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi nomor
1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

7. Bahwa Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Merangin
yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin
yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai
politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang
berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DP’RD! i
Kabupaten  Merangin kepada KPU Kabupate ra |
sedangkan keputusan pemberhentian
Anggota DPRD Kabupaten Merang
Gubernur Jambl dengan K putusan

5 AWASE
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Kabupaten = Merangin  Nomor  52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-
Kab/IX/2-18 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan
Umum Legislatif Tahun 2019 dengan alasan karena Pemohon
masih menjabat sebagai anggota DPRD.

Mengingat : Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum.

BADAN PENGAWAS PEM
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MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten
Merangin pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh 1) Alber
Trisman, S,Pd, 2) Salman, S.H.Il., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4) Abdul
Rahim, M.Pd.I, dan 5) Markus, S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua
dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin dan diucapkan di
hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1)
Alber Trisman, S,Pd, 2) Salman, S.H.l., MH, 3) Zamharil, S.Pd, 4)
Abdul Rahim, M.Pd.|, dan 5) Markus, S.Pd.| masing-masing sebagai
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merangin.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa |
Bawaslu Kabupaten Merangin '

KETUA
TTD

ALBER TRISMAN, S.Pd '
ANGGOTA ANGGOTA

TTD
SALMAN, S.H.I,MH
ANGGOTA
TTD
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